BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 08 _ 07 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Mengingat

a.

o

n

KABUPATEN NIAS SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS SELATAN,

bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 39 ayat (1), ayat (la) sampai ayat (7a) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan
tentang Tunjangan Kepada Pejabat dan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Nias Selatan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4280);

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

G

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 'Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
0494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4376);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005

tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4577);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daecrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias
Selatan Provinsi Sumatera Utara;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati
Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara,;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Aset Daerah;

. 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2011

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan sebagaimana Perubahannya dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Selatan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TUNJANGAN
KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

‘ BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas
pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan oleh
pejabat berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

S. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.



6. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan nasional.

7. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan

dorongan terhadap Pegawai Negeri

pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sipil untuk meningkatkan

(1). Tunjangan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan guna

mendorong  kinerja

dan motivasi Pengelola

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
(2). Tunjangan ini dimaksud dalam rangka melaksanakan kerja
yang sifatnya menuntut tanggung jawab bersifat mengikat dan

tinggi kepatutan.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Keuangan

(1) Tunjangan ini dibayarkan kepada Pejabat Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pegawali

Negeri Sipil

Pengelola Keuangan Daerah yang aktif melaksanakan tugas

dengan besar

sebagal berikut :

sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Bupati ini.
2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Adalah

Lampiran

TUNJANGAN KEPADA PEJABAT DAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

| No. | NA MA i JABATAN - TUNJANGAN/
| | ( BULAN
|1 | Bupati Nias Selatan | Pembina ! Rp. 75.000.000,-
2 \ Wakil Bupati Nias Selatan | Wakil Pembina ﬁp. 60.000.000,- |

‘: ) éjHS_ekretaris Daerah

Koordinator

Rp.”

1

20.000.000. -

4 | Kadis P2KAD

Kepala Dinas DP2KAD/BUD | Rp.

30.000.000 - |

S5 | Sekretaris DP2KAD Sekretaris Rp. 15.000.000,-
| 6 | Kuasa BUD Kuasa BUD Rp. 20.000.000,- |
" 7 | Kepala Bidang Kepala Bidang Rp. 5.000.000,-
8 | Kasi/Kasubbag Kasi/Kasubbag/Kasubid Rp. 3.500.000,- |
| 9 | Staf Kuasa BUD Staf Kuasa BUD ~ [Rp. 2.000.000,- |
[}_1 97, ~_:S_tw'rci(}olongan 111 Staf Gol. Il | Rp.  1.800.000,
| 11 | StafGol. II Staf Gol. II [ Rp. 1.250.000,- |
Pasal 4

Tunjangan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Nias Selatan

pada DPA Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asct

Daerah Kabupaten Nias Selatan Kode Rekenjing 5.1.1.02.03.



BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nias Selatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias
Selatan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mémerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Teluk Dalam
ada tanggal 34 Mei 2016

RIUS DUHA



